
 

 
 

 

BUPATI GRESIK 

PROVINSI JAWA TIMUR 
 

PERATURAN BUPATI GRESIK 

NOMOR      3      TAHUN 2023 

TENTANG 

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2019 

TENTANG PEDOMAN PENGALOKASIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN DAN 

PERTANGGUNGJAWABAN ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL  

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
 

BUPATI GRESIK, 
 

 

Menimbang  :  a. bahwa untuk lebih menumbuhkan, mengembangkan, 

dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, 

gotong royong masyarakat, serta meningkatkan 

pelayanan masyarakat yang dilaksanakan melalui 

kelembagaan, Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga 

(RW), dan untuk lebih meningkatkan fungsi Satuan 

Pelindungan Masyarakat (Satlinmas), maka terhadap 

Peraturan Bupati Gresik Nomor 6 Tahun 2019 tentang 

Pedoman Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan Dan 

Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak 

Daerah Dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah 

beberapakali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 46 

Tahun 2020, perlu dilakukan perubahan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati 

tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 6 

Tahun 2019 tentang Pedoman Pengalokasian, 

Penyaluran, Penggunaan Dan Pertanggungjawaban 

Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah Dan 

Retribusi Daerah; 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 1950 Nomor 41, sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 

tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya 

dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Kota Besar 

dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, 

Jawa Barat dan Daerah Iatimewa Jogyakarta (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia     

Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5495); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan  Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan  Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
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6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan 

Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi 

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam 

Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan 

Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem 

Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah 

diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 

6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6321); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah 

diubah dengan  Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 

2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 

87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186); 
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10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 

atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 

157); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 21); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020         

Nomor 1781); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 

2009 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah 

Kabupaten Gresik Tahun 2009 Nomor 10); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 

2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran 

Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 12); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 

2022 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman Dan 

Ketertiban Umum Serta Pelindungan Masyarakat 

(Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2022  

Nomor 2); 

16. Peraturan Bupati Gresik Nomor 6 Tahun 2019 tentang 

Pedoman Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan Dan 

Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil 

Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Berita Daerah 

Kabupaten Gresik Tahun 2019 Nomor 6) sebagaimana 

telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan 

Bupati Nomor 46 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua 

Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2019 tentang 

Pedoman Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan Dan 

Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil 

Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Berita Daerah 

Kabupaten Gresik Nomor 46 Tahun 2020); 
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17. Peraturan Bupati Gresik Nomor 59 Tahun 2022 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah 

Kabupaten Gresik Tahun 2022 Nomor 59); 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS 

PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG 

PEDOMAN PENGALOKASIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN 

DAN PERTANGGUNGJAWABAN ALOKASI DANA DESA, BAGI 

HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH. 

  

Pasal I 

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 6 Tahun 

2019 tentang Pedoman Pengalokasian, Penyaluran, 

Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa, 

Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Berita Daerah 

Kabupaten Gresik Tahun 2019 Nomor 6) sebagaimana telah 

diubah dengan : 

1. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2019 

tentang Pedoman Pengalokasian, Penyaluran, 

Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana 

Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah 

(Berita Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2020); 

dan 

2. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 

2019 tentang Pedoman Pengalokasian, Penyaluran, 

Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana 

Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah 

(Berita Daerah Kabupaten Gresik Nomor 46 Tahun 2020), 

diubah sebagai berikut: 

 

1) Ketentuan dalam Pasal 5 ayat (3) dihapus, sehingga 

Pasal 5 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 5 

(1) ADD dipioritaskan untuk membiayai penghasilan 

tetap Kepala Desa dan perangkat desa. 
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(2) Selain prioritas sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), ADD juga digunakan untuk : 

a. Pembayaran tunjangan Pimpinan dan 

Anggota BPD; 

b. Pembayaran iuran BPJS Kesehatan Kepala 

Desa dan Perangkat Desa yang secara 

langsung dipotong sebesar 1% (satu persen) 

dari Upah Minimum Kabupaten atau 

penghasilan tetap Kepala Desa/Perangkat 

Desa yang dipotong secara langsung Pejabat 

Pengelola Keuangan Daerah selaku BUD; 

c. Pembayaraniuran BPJS Ketenagakerjaan 

kepala desa dan perangkat desa yang terdiri 

dari : 

1) Jaminan Kecelakaan Kerja; 

2) Jaminan Kematian; dan 

3) Jaminan Hari Tua. 

(3) Dihapus. 

2) Ketentuan dalam Pasal 15 huruf a angka 5) 

ditambahkan 2 (dua) huruf, yakni huruf a) dan huruf 

b), sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 15 

Penggunaan ADD  dan dana Bagian Hasil Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah bidang penyelenggaraan 

pemerintahan desa sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 14 meliputi: 

a. Operasional perkantoran, antara lain digunakan 

untuk belanja : 

1) alat tulis kantor; 

2) foto copy; 

3) cetak; 

4) benda pos; 

5) pakaian dinas dan atribut untuk: 

a) Kepala Desa, Staf dan Perangkat Desa; dan 

b) Satuan Perlindungan Masyarakat 

(SATLINMAS); 

6) alat dan bahan kebersihan; 
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7) perjalanan dinas; 

8) pemeliharaan kantor/balai desa; 

9) air, listrik, dan telepon; 

10) honorarium rapat; 

11) konsumsi rapat; 

12) pengadaan komputer; 

13) pengadaan meja dan kursi; 

14) pengadaan mesin ketik; dan 

15) lain-lain kebutuhan operasional Pemerintah 

Desa. 

b. operasional BPD; 

c. operasional Rukun Tetangga atau Rukun Warga, 

yaitu bantuan uang untuk operasional Lembaga 

Rukun Tetangga atau Rukun Warga untuk 

membantu pelaksanaan tugas pelayanan 

Pemerintahan, perencanaan pembangunan, 

ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan 

masyarakat Desa seperti penunjang kegiatan 

rapat atau kerja bakti pertahun untuk: 

1) Rukun Tetangga paling sedikit sebesar 

Rp1.200.000 (satu juta dua ratus rupiah), 

paling banyak sebesar Rp1.800.000,00 (satu 

juta delapan ratus ribu rupiah); dan 

2) Rukun Warga paling sedikit sebesar 

Rp1.200.000 (satu juta dua ratus rupiah), 

paling banyak sebesar Rp2.100.000,00 (dua 

juta seratus ribu rupiah). 

d. penyusunan dokumen perencanaan 

pembangunan desa yang meliputi penyusunan 

RPJM Desa, RKP Desa, pengajuan daftar usulan 

RKP Desa dan APBDesa;  

e. penyusunan laporan penyelenggaraan 

pemerintahan desa (LPPDes, LKPPDes, dan 

pertanggungjawaban keuangan desa); 

f. penyusunan dan entri data profil desa; 

g. honorarium operator Sistem Informasi 

Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan, Dan 

Evaluasi Desa, Kinerja, Pelayanan Publik Desa;  
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h. biaya penjaringan dan penyaringan perangkat 

desa; 

i. peningkatan kapasitas aparatur desa; dan 

j. lain-lain kebutuhan bidang Pemerintahan Desa. 

 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik. 

 

Ditetapkan di Gresik                                                           

pada tanggal 24 Januari 2023 
 

  BUPATI GRESIK, 

 

            Ttd. 

 

FANDI AKHMAD YANI 

 

Diundangkan di Gresik 

pada tanggal 24 Januari 2023 
 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN GRESIK, 

 

Ttd. 

 

Ir. ACHMAD WASHIL M. R., M.T. 
Pembina Utama Muda 

NIP. 19661027 199803 1 001 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2023 NOMOR 3



 


